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Press Release
Di Balik Klaim Pertumbuhan, Pidato Kenegaraan Abai terhadap Krisis
Ekologis

Jakarta, 14 Agustus 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah
tujuan akhir, melainkan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, klaim tersebut
terasa kontras dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat serta
dampaknya terhadap hak warga atas udara bersih, lingkungan yang sehat, dan ruang hidup yang
aman.

Pidato Kenegaraan Presiden masih menempatkan pertumbuhan, investasi, hilirisasi, dan
komoditas sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Pada saat yang sama, risiko
ekologis dari kebijakan pembangunan, termasuk kerusakan lahan basah, konflik agraria, dan
karhutla nyaris tidak mendapat tempat.

lola Abas, Direktur Pantau Gambut, menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat disebut
berhasil apabila biaya ekologisnya dibebankan kepada masyarakat. “Pembangunan tidak bisa
diklaim berhasil jika dibayar dengan hancurnya ekosistem dan tergerusnya kedaulatan rakyat.
Ketika risiko ekologis diabaikan, keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara
masyarakat menanggung dampaknya,” ujar lola.

Salah satu contohnya terlihat pada alih fungsilahan basah di Papua Selatan untuk Proyek Strategis
Nasional pangan, air, dan energi. Pendekatan yang minim partisipasi bermakna serta
meningkatnya pelibatan militer berisiko semakin meminggirkan masyarakat adat dan
mempercepat kerusakan ekologis.

Analisis Pantau Gambut mencatat peningkatan titik panas di Papua Selatan dari 757 titik pada Juni
menjadi 4.220 titik pada Juli 2026. Lonjakan tersebut seharusnya menjadi peringatan keras untuk
mengevaluasi proyek-proyek pembangunan berskala besar di wilayah yang rentan terbakar.

Perhatian terhadap hutan juga muncul sangat terbatas dalam pidato Presiden dan terutama
ditempatkan dalam kerangka nilai ekonomi karbon. Sawit pun dibicarakan sebagai sumber nilai
tambah ekonomi tanpa mengakui risiko alih fungsi lahan, kerusakan hidrologis, dan konflik ruang
yang menyertai ekspansinya.

Pantau Gambut memberikan tiga catatan krusial terhadap Pidato Kenegaraan Presiden:
1. Klaim swasembada pangan mengabaikan ancaman karhutla dan keragaman
pangan lokal
Klaim swasembada pangan tidak boleh dilepaskan dari ancaman karhutla dan kerusakan
ekosistem penyangga pangan. Pantau Gambut mencatat 15.067 titik panas sepanjang Juli
2026, menjelang periode puncak risiko karhutla pada Agustus-September. El Nifio
memang memperparah kondisi kering. Namun, fenomena iklim tersebut tidak boleh
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dijadikan penjelasan tunggal yang mengaburkan persoalan tata kelola lahan basah,
pembukaan lahan, dan lemahnya pencegahan kebakaran. Orientasi swasembada
berbasis produksi komoditas massal juga berisiko mengorbankan keragaman pangan
lokal, terutama di wilayah PSN. Kebijakan pangan semestinya melindungi sistem pangan
masyarakat setempat, bukan menggantikannya dengan produksi monokultur berskala
besar.

2. Perdagangan karbon tidak boleh mengaburkan konflik agraria
Agenda perdagangan karbon berisiko menyederhanakan konflik ruang dan ketidakadilan
ekologis menjadi sekadar penghitungan emisi dan transaksi ekonomi. Perlindungan
gambut tidak boleh berhenti pada jumlah ton karbon yang dapat diperjualbelikan, tetapi
harus menjawab ketimpangan penguasaan lahan dan melindungi hak masyarakat atas
ruang hidupnya.

Riset “Satu Dekade Restorasi Gambut Indonesia” oleh Pantau Gambut menemukan bahwa
97 persen lahan gambut yang terbakar pada 2015-2019 tidak pernah kembali menjadi
hutan. Hanya 3 persen yang pulih menjadi hutan, sementara 41 persen berubah menjadi
semak belukar dan 54 persen beralih menjadi perkebunan monokultur, terutama sawit.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan karbon tidak akan menyelesaikan
krisis gambut apabila ekspansi perkebunan monokultur, ketimpangan agraria, dan
lemahnya penegakan hukum tetap dibiarkan.

3. Penegakan hukum harus berujung pada pemulihan ekologis
Penertiban tambang ilegal yang ditampilkan sebagai capaian berkontradiksi dengan
kebijakan penyelesaian administratif atau “pemutihan” perkebunan sawit ilegal di dalam
kawasan hutan. Pantau Gambut mencatat bahwa dari sekitar 3,3 juta hektare perkebunan
sawit yang masuk dalam agenda tersebut, seluas 407.267 hektare berada di wilayah
Kesatuan Hidrologis Gambut. Sebanyak 84 persen dari luasan di KHG tersebut berada
pada fungsi lindung.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengambilalihan aset, penyelesaian
administratif, atau peningkatan penerimaan negara. Penegakan hukum harus
memastikan penghentian kerusakan, pemulihan ekosistem, pertanggungjawaban pelaku,
dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.

Pantau Gambut mendesak pemerintah mengevaluasi proyek pembangunan di ekosistem
lahan basah, menghentikan pemutihan perkebunan ilegal pada fungsi lindung gambut,
serta memastikan agenda perdagangan karbon dan penegakan hukum berpihak pada
pemulihan ekologis dan keadilan agraria.

“Pidato kenegaraan semestinya tidak hanya menjadi panggung untuk memamerkan angka

capaian. Pidato tersebut juga harus menjadi momentum untuk mengakui, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan,” tutup lola.

pantaugambut.id | 2



(‘D pantau gambut

Kontak Media
Untuk informasi lebih lanjut mengenai publikasi ini, Anda dapat menghubungi:
e Putra Saptian (Campaigner Pantau Gambut)
putra@pantaugambut.id
e Yoga Aprillianno (Communications Lead Pantau Gambut)

yoga.aprillianno@pantaugambut.id

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki gambut tropis terluas di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang
tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut Indonesia menyimpan sekitar 57
gigaton karbon atau sekitar 20 kali lebih banyak dibandingkan tanah mineral biasa. Ketika lahan
gambut dikeringkan atau dialihfungsikan, cadangan karbon tersebut akan terlepas ke atmosfer
dalam bentuk gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim.

Selain berfungsi sebagai penyimpan karbon, gambut juga berperan penting dalam mengatur tata
air, mengurangi risiko banjir dan kekeringan, serta menjadi habitat bagi berbagai
keranekaragaman hayati. Karena itu, melindungi gambut merupakan bagian penting dari upaya
mitigasi perubahan iklim. Informasi lebih lanjut mengenai gambut dapatdiakses melalui tautan
pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non-pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi di
Indonesia dan berfokus pada riset, advokasi dan kampanye untuk mendorong perlindungan dan
pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Pantau Gambut juga memantau komitmen pemerintah,
organisasi independen, dan sektor swasta dalam perlindungan serta restorasi gambut, sekaligus
mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi tata kelola ekosistem lahan basah ini melalui
berbagai kanal komunikasi dan kampanye.
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